GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR %4, TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor

Tahun 2012 telah  ditetapkan Pedoman  Pemberian
Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan
tentang persyaratan khusus pemberian tugas belajar, maka
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu

dilakukan penyesuaian dan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
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Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian
Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Otonom  Propinsi Kalimantan  Baraf,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan -
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 .
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nowior 5679);
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Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 101 ‘Tahun 2000 tentaﬂg T

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 43);

Burat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013
Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

Pasgall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43
Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2012 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf 1,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
PNS yang mendapatkan tugas belajar pembiayaan penuh
APBD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
sejak diangkat menjadi PNS;

¢. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu} tahun
pada SKPD terhitung mulai tanggal mutasi pindah
ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
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3.

d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 {tiga) tahun

sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang
pernah diikuti;

. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau

penilaian kinerja lainnya yang sah sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun terakhir dengan nilai paling rendah baik;

. Memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang

pendidikan, antara lain :

1.Program Diploma Hi, pangkat paling rendah
Pengatur Muda/(11/a);

2. Program Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang
dan Sarjana, pangkat paling rendah Pengatur Muda
Tingkat 1/{I1/b);

3. Program Magister (S2) atau yang setara, pangkat paling
rendah Penata Muda/(Ill/a}; dan

4. Program Doktoral {S3) atau yang setara, pangkat paling
rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).

. Memenuhi syarat wusia sesuai jenjang pendidikan,

antara lain :

1. Program Diploma III, Diploma IV, Diploma IV
transfer/alih jenjang dan Sarjana, usia paling tinggi
35 tahun;

2. Program Magister (82) atau yang setara, usia paling
tinggi 37 tahun; dan

3. Program Doktoral (S3) atau yang setara, usia paling
tinggi 40 tahun.

. Memiliki ijazah sesuai jenjang pendidikan antara lain :

1. Program Diploma I dan Diploma IV, ijazah paling
rendah SLTA atau yang sederajat;

2. Program Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana,
jazah paling rendah Diploma Il atau yang sederajat;

3. Program Magister {S2) atau yang setara, ijazah paling
rendah Diploma IV/Sarjana atau yang sederajat; dan

4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, ijazah paling
rendah Magister atau yang sederajat.

. Lulus seleksi yang dilakukan oleh unit pengelola dan

seleksi masuk lembaga pendidikan tempat tugas belajar;

j- Tidak sedang :

1. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;

2. Melaksanakan  tugas secara penuh di luar
instansi induknya;

3. Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan -

kepegawaian atau upaya  hukum (gugatan}

ke pengadilan terkait dengan penjatuhan
hukuman disiplin;

4. Dalam  proses  penjatuhan  hukuman  disiplin
tingkat sedang atau tingkat berat;

5. Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat;
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6. Dalam proses perkara pidana;

7. Menjalani hulkuman karena melakukan tindak pidana;

8. Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah
tugas belajar; dan/atau

9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
k. Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural dan/atau
dibebaskan dari jabatan fungsional; dan
l. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf g adalah
Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Dokter
Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.
. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (17), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Unit pengelola memberitahukan program tugas belajar
tahunan untuk pembiayaan penuh APBD, pembiayaan
cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga dan pembiayaan
penuh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) kepada seluruh Kepala unit organisasi,

(2) Kepala unit organisasi mengusulkan PNS di lingkungan
unit organisasinya yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8,
dan Pasal 9 sebagai calon peserta tugas belajar kepada
unit pengelola dengan melampirkan kelengkapan
administrasi, antara lain sebagai berikut :

a. Formulir calon peserta tugas belajar, dibuat dengan
menggunakan form 2;

b. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai
CPNS dan PNS;

c. Fotokopi  surat  keputusan  mutasi pindah
ke Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah
Provinsi lainnya;

d. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam
pangkat dan/atau jabatan terakhir;

e. Fotokopi DP3 atau penilaian kinerja lainnya 2 (dua)
tahun terakhir;

f. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang
telah dilegalisir;

g. Surat keterangan, dibuat dengan menggunakan
form 3; dan

h. Kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi
persyaratan Pihak Ketiga bagi pembiayaan cost
sharing APBD dengan Pihak Ketiga dan pembiayaan
penuh Pihak ketiga.

(3) Unit pengelola melakukan seleksi administrasi
berdasarkan usulan calon peserta tugas belajar
schagaimana dimaksud pada ayat (2} berupa seleksi
persyaratan dan kelengkapan administrasi.
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5.

Berdasarkan hasil seleksi: admlnlstram sebagalmana':

dimaksud pada ayat (3), unit pengelola memanggﬂ calon..
peserta tugas belajar pembiayaan penuh- APBD dan'_'-;_'.'l__.__._:'
pembiayaan cost sharing APBD . dengan .
Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan untuk: . —
mengikuti seleksi/tes kompetensi- berupa Tes Potensi =
Akademik atau Tes Potensial Intelektual Umum "
yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas. ==

dan meneruskan wusulan calon tugas: bela;ar ‘bagi
tugas belajar pembiayaan cost sharing APBD demgan--'
Pihak Ketiga dan Pembiayaan Penuh Pihak Ketiga. .= =

Unit Pengelola membuat daftar peringkat berdasarkan_;f’z.' S

hasil seleksi/tes kompetensi sebagaimana ‘dimaksud
pada ayat (4) sesual dengan jenis tugas belajar dan =~ = ¢

program studi pilihan prioritas untuk. tugas: belajar_f S
pembiayaan penuh APBD dan pemb1ayaan cost: shanngl-__-__' L

APBD dengan Pihak Ketiga,

Berdasarkan daftar peringkat sebagaimana dzmaksud-.:;
pada ayat (5), unit pengelola menyampaikan ‘usul

peserta tugas belajar utama dan cadangaﬁ yang: berhak_
mendapatkan -tugas belajar. pernblayaan penuh APBD
dan pembiayaan = cost = sharing ~APBD dengan-

Pihak Ketiga sesuai dengan program studi - pﬂlhan-f;'-"ff
kepada pejabat yang berwenang untuk mendapat e

persetujuan setelah memperhaﬁkan o osaran:

pertimbarigan dari Tim Pemlal Kmerga Pemermt_
Provinsi Kalimantan Barat. T SR

Unit pengelola berdasarkan persem_]uan peserta tugas_é-
belajar - pembiayaan penuh- APBD - dan pemblayaan_i

cost sharing APBD dengan Pihak . Ketlga sebagaunana:_e'_._ ::"
dimaksud pada ayat  (6), memberitahukan kepada

peserta tugas belajar utama unmk melemgkapat berkas;;

antara lain :

a. Rekomendasi ’I‘ugas _Belajar,_ dkbuat dengan_-

menggunakan form 4;

b. Surat pemyataan dibuat dengan menggunakan":

form 3;

c. Surat perjanjian, dibuat- dengan menggunakan -'

form 6;

d. Penilaian angka kred1t (PAK) bagl Jabatan fungsmnal :

dan

e. Kelengkapan adm1mstras1 Iamnya yang menjadlz
persyaratan  seleksi mriasuk tiap-tiap - lembaga
pendidikan atau seleksi tugas beia_]ar pembzavaam'
cost sharing - APBD - dengan = Pihak Ketwa cianf}

Pembmyaan penuh Pihak Ketzga

Peserta tugas belajar utama pemblayaan penuh APBD;,
yang telah melengkapi berkas’ ‘sebagaimana dlmaksu :
pada ayat (7),. seian;utnya meng1kut1 seleksz masukfi

lembaga pendidikan.

Peserta tugas belajar utarna pembmyaan penuh APBD :
yang mengundurkan diri dan/atau tidak’ melengkap :
persyaratan sebagaimana chmaksud pada ayat {8), akan"
digantikan oleh . peserta - tugas belajar cadangan :

pembiayaan penuh APBD.
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(10)

(11)

(12)

(14)

(15)

(16)

(17)

B
Peserta tugas belajar cadangan pembiayaan penuh
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) vang
telah melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada

ayat {7}, selanjutnya mengikuti seleksi masuk lembaga
pendidikan.

Peserta tugas belajar utama dan cadangan pembiayaan
cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga yang telah
melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada
ayat (7}, selanjutnva mengikuti seleksi beasiswa oleh
Pihal Ketiga.

Peserta tugas belajar utama pembiayaan cost sharing
APBD dengan Pihak Ketiga yang dinyatakan gagal
memperoleh beasiswa Pihak Ketiga, akan digantikan
oleh peserta tugas belajar cadangan pembiayaan
cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga yang
memperoleh beasiswa Pihak Ketiga.

Peserta  tugas  belajar cadangan  pembiayaan
cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga dapat
memperoleh tugas belajar dengan pembiayaan perith
Pihak Ketiga jika kuota tugas belajar pembidyaan
cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga telah terpenuhi.

Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), ayat (10}, ayat (11), ayat (12) dan ayat (13} yang
dinyatakan Iulus seleksi masuk lembaga pendidikan
atau memperoleh beasiswa Pihak Ketiga ditetapkan
sebagaimana PNS Tugas Belajar oleh pejabat yang
berwenang dengan menggunakan form 7.

Pengusulan tugas belajar disampaikan kepada unit
pengelola sebelum peserta tugas belajar mengikuti
seleksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga bagi tugas
belajar pembiayaan cost sharing APBD dengan
Pihak Ketiga dan tugas belajar pernbiayaan penuh
Pihak Ketiga.

Pengusulan tugas belajar yang tidak sesuai dengan
prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada
ayat 10 tidak diproses dan berkas yang bersangkutan
dikembalikan kepada kepala unit organisasi.

Penetapan calon peserta tugas belajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf 1, ditetapkan langsung
oleh unit pengelola dengan melalui seleksi pada instansi
pengusul.

. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua)

ayat

yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 17 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pegawai tugas belgjar pembiayaan penuh APBD yang
belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, diberikan sanksi tidak memperoleh biaya
pendidikan dan biaya penunjang selama masa
perpanjangan walktu tugas belajar.
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(2)

(4)

(6)

'»—7.—.

Pegawal tugas belajar pembiayaan penuh APBD -dan -

pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga yang - e

diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2} huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d dan huruf e, diberikan sanksi berupa
pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor
kembali ke kas daerah sebesar 100% (seratus persen)
biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah
diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pembatalan
tugas belajar.

Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan
pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga yang
diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf {f dan huruf g,
diberikan sanski berupa pembatalan tugas belajar dan
mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar
50% (lima puluh persen} biaya pendidikan dan/atau
biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah
Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah pembatalan tugas belajar.

Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga
yvang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, diberikan
sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan tidak dapat
melakukan peningkatan pendidikan selama 2 (dua)
tahun terhitung sejak pembatalan tugas belajar dan
menerima sanksi yang ditetapkan dari Pihak Ketiga.

Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf | yang
diberikan © surat peringatan  ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2} huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, diberikan sanksi
sebagai berikut :

a. Pembatalan tugas belajar;

b. Pelarangan peningkatan pendidikan selama 2 (dua)
tahun; dan

c. Mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah
sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pendidikan dan/atau
biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah
Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah pengunduran diri tugas belajar dan
pembatalan tugas belajar.

Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 1 yang tidak
melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c diberikan
sanksi mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah
sebesar 20 (dua puluh) kali biaya pendidikan dan/atau
biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah
Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari kalender.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontzanak
pada tanggal @l cudesdiv e

{T GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,f

Diundangkan di Pont1anak
pada tanggal {, voovenest

P e

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR &4




